
	

	

 
 

 
BUPATI KOTABARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 17 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan 
Kelurahan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang  Darurat  Nomor 3  Tahun  1953 tentang   
Pembentukan   Daerah   Tingkat   II   di   Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran   Negara    Republik Indonesia   
Tahun 1959   Nomor 72,   Tambahan   Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 7,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 58,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah  dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 157,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 
5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 27 Tahun 2006 
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1955); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA DESA DAN 
KELURAHAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Kotabaru. 

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian 
wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Kelurahan adalah adalah bagian wilayah dari Kecamatan 
sebagai perangkat Kecamatan. 

7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas 
wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan 
nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, 
Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama 
lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain/Kelurahan seluruh Indonesia. 

8. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar 
yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah 
penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan 
Provinsi seluruh Indonesia. 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 198 (seratus 
sembilan puluh delapan) nama desa dan 4 (empat) nama 
kelurahan. 

(2) Nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terletak dalam cakupan 21 (dua puluh satu) wilayah 
Kecamatan. 

(3) Nama Desa dan Kelurahan serta kode wilayah tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 3 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru. 

 

 
Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal  31 Desember 2018 
 
BUPATI KOTABARU, 

 
ttd 

 
 

H. SAYED JAFAR  
 
 
 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal  31 Desember 2018 
      
SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN KOTABARU, 
 

 
ttd 

 
H. SAID AKHMAD 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2018 NOMOR 17 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN : ( 158/2018) 


